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ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of the failure of the Government of Afghanistan in

eliminating honor killings in Afghanistan. This research uses qualitative methods with literature

study and secondary data. Honor killings are killings of women for sake of honor whose actions

are planned and the execution involves family members. The Afghan government failed to

eliminate the honor killing case because after Afghanistan ratified CEDAW in 2003 and passed

the 2009 EVAW law relating to the elimination of all forms of discrimination for women, cases

continue to increase. Therefore, the author uses the framework of radical feminism and cultural

violence to answer the causes of Afghanistan's failure to eliminate honor killings in Afghanistan.

This research then found the answer that Afghanistan failed in eliminating honor Kkillings

because it was caused by the existence of patriarchy (male domination influenced by the

Taliban) and cultural violence in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, Cultural Violence, Honor killing, Radical Feminism.

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi berbasis gender masih terus-
menerus terjadi hampir di seluruh negara di

dunia. Afghanistan kemudian dinyatakan

sebagai negara terburuk dan paling berbahaya

bagi kaum perempuan Mengacu pada

penelitian Thomson Reuters Foundation salah

satu faktor yang membuat Afghanistan menjadi

negara paling berbahaya bagi kaum

perempuan adalah faktor diskriminasi. Salah
satu bentuk diskriminasi berbasis gender
terhadap kaum perempuan yang menunjukkan
adanya ketidaksetaraan gender adalah praktik
honor killing.

Meha Pumbay (2016)

bahwa Afghanistan Independent Human Rights

menyatakan

Commission (AIHRC) melaporkan honor killing
sebanyak 243. kasus pada 2011-2013. AIHRC

juga mendokumentasikan terdapat 127 kasus



raped dan honor killing. Pada 1 Agustus 2015
dan 31 maret 2016 UNAMA memantau dan
165
Khususnya UNAMA juga mendokumentasikan

mendokumentasikan ada kasus.
dan memantau kasus honor killing sebanyak
280 kasus yang mana 104 kasus pada tahun
2016 dan sebanyak 176 kasus pada tahun
2017 (Jelena Bjelica & Thomas Ruttig, 2018).
AIHRC (2018)

mencatat di tahun 2018 honor killing mencapai

dalam laporannya juga
261 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus
honor killing justru semakin meningkat pasca
CEDAW dan penerapan

nasional yang mana Afghanistan gagal dalam

ratifikasi regulasi

mengeliminasi kasus.
UNAMA dan

menyatakan

Berdasarkan
OHCHR (2011)

pemerintah  nasional

laporan dari
bahwa
telah
mengambil langkah besar dalam mendukung

Afghanistan

kesetaraan perempuan dan perlindungan hak-
hak
CEDAW. Hal ini tercermin melalui disahkannya

perempuan sebagai  implementasi
EVAW law (law on the Elimination of Violence
Against Women) pada bulan Agustus 2009
tentang penghapusan kekerasan terhadap
kaum perempuan di Afghanistan.

Implementasi CEDAW justru gagal dalam
mengeliminasi kasus di mana dari tahun 2011
2018 kasus tidak

tereliminasi justru semakin meningkat setiap

sampai honor  killing
tahunnya. Data tersebut juga menunjukkan
bahwa keberadaan konvensi internasional

yang kemudian sudah di imbangi dengan
penerapan regulasi nasional oleh pemerintah

nasional Afghanistan yang bertujuan untuk

mengeliminasi segala bentuk diskriminasi

terhadap kaum perempuan tidak berjalan

sebagaimana mestinya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur
sebagai kajian pustaka yang menurut penulis
revelan dengan fokus penelitian ini. Literatur
pertama yang penulis gunakan adalah tulisan
karya Putu Titah Kawitri Resen & lkma Citra
Ranteallo (2012) yang berjudul “Dowry Murder:
Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di
India”. Dalam tulisan ini memuat tentang
sebuah kasus dowry murder yang merupakan
sebuah kasus pembunuhan terhadap
perempuan yang diakibatkan oleh fenomena
maskawin atau mahar yang terjadi di India.

Dalam tulisan ini memuat argumen Kate
Millet dalam karyanya Sexual Politics yang
mendefinisikan politik sebagai power atau
kekuasaan yang membentuk hubungan yang
tidak hanya terbatas antara pemerintah dengan
warga negaranya tetapi juga pada keluarga;
antara anak-anak dengan orang tua mereka
dan antara suami dengan istri. Tidak hanya itu
Millet juga menyampaikan bahwa dalam ranah

seperti keluarga, gereja, dan sekolah, laki-laki

kemudian disahkan begitu saja untuk
melakukan  penindasan terhadap kaum
perempuan dan masing-masing institusi

membenarkan dan memperkuat subordinasi
perempuan.
Seperti yang dijelaskan oleh Resen dalam

tulisannya kemudian memberikan gambaran



radikal.

pada

mengenai penggunaan feminisme

Tulisannya kemudian menekankan
adanya dominasi laki-laki atau patriarki. Dalam
tulisannya menjelaskan bahwa faktor agama
atau ideologi menjadi faktor yang membuat
kekerasan Tulisan Resen

tetap terjadi.

berkontribusi karena tulisan ini memperlihatkan
bagaimana suatu negara gagal dalam
mengeliminasi kasus.
Dalam penelitian ini penulis kemudian
menganalisis praktik honor killing yang terus
terjadi di Afghanistan karena dominasi laki-laki
yang ada tidak hanya ada di dalam ranah
privat melainkan juga di ranah publik yang
dilihat dan ditekankan pada faktor budaya
laki-laki

pada hukum adat Afghanistan (shuras dan

Afghanistan khususnya dominasi
jirgas). Selain itu, dalam penelitian ini belum

menjelaskan tentang adanya pengaruh
kelompok peperangan. Dalam hal ini penulis
juga melihat bahwasannya dominasi laki-laki
pada eksistensi shuras dan jirgas atau hukum
adat Afghanistan diperkuat dengan adanya
posisi atau pengaruh yang berasal dari
kelompok militan Perang dalam hal ini Taliban
di Afghanistan.

Literatur kedua yang penulis gunakan
adalah tulisan karya Putu Titah Kawitri Resen
(n.d) yang berjudul “Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi
Kasus: Dowry Murder di India)”. Tulisan ini
dalam

yang

kultural.

menggunakan konsep kekerasan
menganalisis kasus dowry murder
disebabkan

Kekerasan

oleh kekerasan

kultural kemudian menjadikan

kekerasan langsung (dowry murder) tampak
terasa benar sehingga kasus ini kian terus
meningkat di India.
Dalam penelitian ini penulis kemudian
menganalisis kasus honor killing terus terjadi
di Afghanistan karena adanya nilai-nilai atau
norma budaya yang dibenarkan dan turut
berkontribusi dalam melanggengkan praktik
honor killing yang turut dipengaruhi kelompok

Taliban.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

3.2 Level Analisis

Peneliti dalam penelitian ini  akan
menggunakan level analisis negara yaitu
Afghanistan.

3.3 Unit Analisis

Peneliti menggunakan unit analisis suatu

negara yaitu Afghanistan.

3.4 Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data
sekunder.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data

menggunakan studi kepustakaan.



3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013) terdapat empat langkah
dalam analisis data:

1. Menentukan fokus penelitian, yang mana
dalam hal ini penulis dalam penelitian ini
menentukan fokus penelitian terhadap
penyebab kegagalan Afghanistan dalam
eliminasi kasus honor killing

2. Reduksi data,

keseluruhan berkaitan dengan gagalnya

penulis memilah data

Afghanistan eliminasi honor Kkilling.

3. Display data atau penyajian data, penulis
menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi data, menurut Miles & Huberman

dalam Sugiyono (2013: 252-253)
menyatakan  bahwa  setelah  penulis
mendapatkan rangkuman dari data dan

menyajikannya, langkah yang dilakukan
selanjutnya adalah melakukan verifikasi
data atau check dan recheck antara satu

sumber dengan kerangka pemikiran.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksistensi Patriarki di Afghanistan
Murshed (2006) dalam Standal (2008)
menyatakan proses Afghanistan menjadi
sebuah bangsa melibatkan penyatuan sistem
patriarkal. Masyarakat Afghanistan telah dan
sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pashtunwali
yang merupakan bagian yang tersebar luas di
semua masyarakat Afghanistan dan telah

menjadi elemen dalam semua pembangunan

negara. Roy (1986: 35) dalam Standal (2008)

turut  menyatakan bahwa  Pashtunwali
merupakan hukum umum yang kemudian
memiliki nilai-nilai khusus yang berkaitan
dengan perempuan yang didasarkan pada
prinsip kesukuan. Prinsip tersebut mengarah
pada peran perempuan sebagai Ibu, Istri, dan
pembawa tradisi (honor).

Di sisi lain, Dupree (1990) dalam Standal
(2008)

mencerminkan

menyatakan bahwa Pashtunwali

inti  budaya Afghanistan

tentang kehormatan yang memiliki arti penting

karena  meletakkan dasar pandangan
tradisional dan pentingnya kesucian
perempuan sebagai tanda simbolis

kehormatan dan aib keluarga. Moghadam
(1992) dalam Standal (2008) menyatakan
Afghanistan  didasarkan

pada  struktur

masyarakat patriarkal di mana kekuasaan
laki-laki

kepala rumah tangga dan terdapat pemisahan

dipegang oleh termasuk menjadi
yang jelas antara bidang kehidupan dalam
ranah publik dan pribadi yang mana peran
laki-laki sangat mendominasi dalam kedua
ranah sehingga mengancam keberadaan

perempuan yang justru terus di opresi.

4.2 Praktik Honor killing di Afghanistan
Grafik 2.1 Alasan Terjadinya Honor
killing



Causes and Context of Honor Killings
36.5%

25.0%

Sexual Other Escape Attempting Victim of Not Expressing
Relations Causes from Home Sexual Sexual Accepting interest to
Outside Relations  Assault  Forced marry
Marriage Marriage someone of
her choice

Sumber: Quarterly Newsletter of the Swiss
Agency for Development and Cooperation
(SDC) in Afghanistan (2013)

Berdasarkan data pada grafik 2.1
menunjukkan bahwa Hubungan seksual di
luar nikah menduduki alasan utama laki-laki
kiling di

Hubungan seksual di

melakukan honor Afghanistan.

luar nikah (zina)
memprovokasi sensitifitas budaya terutama di
kalangan suami korban dan keluarganya yang
pada akhirnya dapat menyebabkan honor
killing. Posisi inferior perempuan (istri) dan
laki-laki
menempatkan perempuan dalam posisi yang
Hal

menjadi korban yang paling umum dalam

posisi  superior (suami) semakin

rentan. tersebut mengakibatkan istri
banyak kasus dan suami serta keluarga suami
adalah pelakunya (Quarterly Newsletter of the
for and

Swiss  Agency Development

Cooperation (SDC) in Afghanistan, 2013).

Diagram 2.1 Hubungan Pelaku dengan

Korban Honor killing

Relations of the accused with the victims of honer Killing
Mather-r-aw UncleMother
2% 2%, 2%
-
Brothers of husband

Father
5%

Perpeirators
T%

.

Relatives
14%

Sumber: Quarterly Newsletter of the Swiss
Agency for Development and Cooperation
(SDC) in Afghanistan, (2013).

Berdasarkan 21

menunjukkan bahwa 37% adalah persentase

diagram

tertinggi (not mentioned) yang mana pelaku
memang tidak disebutkan dengan jelas.
Urutan persentase di posisi kedua sebanyak
21%

pembunuhan demi kehormatan merupakan

menunjukkan bahwa pelaku
suami korban.
Tabel 2.1 Case of Honor Killing

Documented by UNAMA in 2016-2017

Year  #of Caseswhere  Cases Cases not Cases where Cases Cases not
cases  perpetrator disposedof  forwarded by pery id  under ported
conwicted by the palice 10 not be authorities™
and prosecutor  prsccutor®  apprehended®
imprisoned
06 1M 19 2 37 18 19 )
w1176 i 0 o8 2] -] 9
280 50 2 105 58 a7 it

Sumber: UNAMA & OHCHR (2018)
Sesuai dengan tabel 2.1 di atas di mana
Hakimi (2020) dalam tulisannya menyatakan
bahwa data tersebut menunjukkan
ketidakadilan yang

mencakup tahun 2016 hingga 2017 terdapat

bagi perempuan



280 kasus, di mana hanya 18% pelaku honor

killing yang dihukum dan dipenjara.

4.3 Pengaruh Taliban Memperkuat
Patriarki di Afghanistan
Farhan Zahid (2013) menyatakan bahwa
pergerakan Taliban di Afghanistan selalu
dipimpin oleh Pashtun dan didominasi oleh
etnis Pashtun sebagaimana
Taliban

Pashtun. Mullah Mohammad Omar sebagai

mayoritas

keanggotaan berasal dari etnis
Panglima Tertinggi Taliban berasal dari suku
Hotak Ghilzai yang mana suku ini termasuk ke
dalam etnis Pashtun. Dalam pemerintahannya
dapat dilihat bahwasannya suku Ghilzai (etnis
Pashtun) mendominasi dan terus memainkan
peran yang sangat penting. Terlepas dari
afiliasi suku yang ada dalam hal ini semua
masyarakat Afghanistan menganut budaya
Pashtun di mana mereka hidup maupun mati
sangat setia dengan kode etik Pashtunwali.
Sebagaimana Taliban mendapat simpati
Taliban

keuntungan penuh dari

khusus dari Pashtun, kemudian

mengambil situasi
tersebut. Taliban menegakkan keadilan versi
mereka sendiri dengan berdasarkan kode
Pashtunwali tersebut dan tidak ada yang
menentang mereka karena masih merupakan
norma dan praktik yang di anut. Terlepas dari
kebencian dunia terhadap Taliban, mereka
diterima sangat baik oleh etnis Pashtun yang
mendominasi. Menyangkut hukuman yang
Taliban lebih

kesukuan daripada agama. Dalam hal ini etnis

dipercayai oleh bersifat

Pashtun dan Taliban mengikuti Pashtunwali,
sebuah kode sosial yang memberi Jirga atau
dewan suku hak untuk membuat penilaian
atas kasus-kasus baik kasus mengenai
perempuan dan pembunuhan (Zahid, 2013).
Dalam hal ini Taliban memiliki pengaruh yang
kuat keberadaan

cukup terhadap

Jirgas/Shuras (tetua dan pemimpin) di
Afghanistan karena kode etik yang mereka
anut mempercayai keberadaan tetua atau
pemimpin tersebut dalam menyelesaikan
permasalahan sehingga semakin melegitimasi
eksistensinya di Afghanistan. Etnosentrisme
sangat tinggi dalam masyarakat Pashtun.
Mereka sangat percaya pada keunggulan
mereka atas semua kelompok etnis lain di
Afghanistan Kepercayaan terhadap
keunggulan etnis mereka kemudian turut di

diperkuat dengan adanya kelompok Taliban.

4.4 Ratifikasi dan Implementasi CEDAW
di Afghanistan

Pasca jatuhnya kekuasaan Taliban,
proses untuk ratifikasi konvensi kemudian
menjadi perhatian banyak pihak terutama di
kalangan gerakan kaum perempuan
Afghanistan yang menganggap bahwasannya
konvensi ini dapat dijadikan sebagai alat
hak-hak

perempuan di Afghanistan. Selain mendapat

memenuhi, memajukan kaum
perhatian dari masyarakat sipil, pemerintah
Afghanistan juga turut ingin menunjukkan
komitmennya dalam mencapai kesetaraan

gender akibat adanya tekanan internasional



yang mendesak untuk segera memperbaiki
kondisi perempuan di Afghanistan (Chesmak,
2009).

Cheshmak (2009) menyebutkan bahwa
waktu Afghanistan dalam meratifikasi CEDAW
(5 Maret 2003) merupakan waktu yang sangat
tepat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun
2004 terdapat perencanaan mengenai Afghan
Constitution sehingga ini menjadi momentum
tersendiri bagi para aktivis hak perempuan
dalam negeri untuk menggerakkan atau
hak-hak

dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi

memobilisasi perempuan untuk
tersebut. Selain itu, dengan adanya gerakan
feminis transnasional juga membantu dan
mendukung gerakan perempuan Afghanistan
terkait komitmen CEDAW yang kemudian
akan ditransformasikan ke dalam rancangan
konstitusi baru tersebut.
UN Committee on CEDAW (2011)
menyebutkan bahwa sejak diratifikasinya
CEDAW pada tahun 2003, GoA (Government
of Afghanistan) kemudian memiliki kewajiban
atau
yang
diperlukan untuk melindungi dan menjamin

untuk mengimplementasikan

mengupayakan  segala tindakan
hak-hak kaum perempuan di Afghanistan.
Beberapa hal yang kemudian dilakukan
seperti halnya membentuk sebuah entitas
khusus untuk meningkatkan kemajuan hak-
hak perempuan, meratifikasi undang-undang
yang berkaitan langsung dengan hak-hak

perempuan,  mengamandemen  undang-
undang diskriminatif terhadap keberadaan

hak-hak kaum perempuan yang merupakan

bagian Konvensi
CEDAW.

Sesuai dengan laporan UN Committee
CEDAW (2011) bahwa implementasi CEDAW
di Afghanistan tercermin dari adanya strategi
yang
hak-hak

Ketentuan konvensi

daripada implementasi

dan kebijakan bertujuan  untuk

melindungi kaum  perempuan
CEDAW

dan

Afghanistan.

tercermin dalam hukum, peraturan
kebijakan yang ada di negara Afghanistan
baik itu konstitusi Afghanistan, EVAW law,
National Action Work Plan for

(NAPWA), Afghanistan National Development

Women

Strategy (ANDS), serta kerja sama dengan
Serikat (USAID) yang
mempertimbangkan segala ketentuan

Amerika

CEDAW dan mengimplementasikannya.

4.5 Eksistensi Shuras dan Jirgas
Sebagai Hukum Adat di Afghanistan
Dalam jirgas dan shuras terdapat anggota

laki-laki yang bergabung atas dasar sebagai

sukarelawan yang mana mereka ini memiliki
reputasi dan

yang baik di masyarakat

dianggap  memiliki  kemampuan  untuk
mengambil keputusan. Biasanya terdiri dari
pemuka agama lokal, wakil di daerah, tetua di
masyarakat, tuan tanah, dan anggota
terkemuka dari dewan masyarakat sehingga
masyarakat yang mengalami perselisihan
dapat menemui mereka dengan tujuan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Pada proses penyelesaian kasus

honor killing, dapat merujuk pada praktik



tradisi berbahaya lainnya seperti baad yang
merupakan proses penyelesaian masalah
dengan cara memberikan kompensasi berupa
hadiah anak perempuan kepada keluarga
korban. Pemberian kompensasi ini kemudian
tidak menyelesaikan masalah sampai ke
akarnya melainkan  justru pemberian
perempuan ini hanya akan mengarah pada
terjadinya kasus honor killing baru lainnya
terhadap perempuan mengingat perempuan
tersebut diberikan oleh keluarga pelaku yang
tidak

atau bahkan dibunuh sehingga

mana perempuan tersebut akan
dihormati
menimbulkan perseteruan darah atau kasus
lainnya.

Selain itu, proses penyelesaian masalah
lainnya yaitu pemegang kekuasaan atas jirga
dan shura besar kemungkinan menyarankan
untuk melakukan sanksi sosial kepada
keluarga korban untuk melakukan sanksi
terhadap keluarga pelaku berupa honor killing.
Sanksi sosial tersebut dimaksudkan agar
kemudian keluarga korban yang disarankan
melakukan pembunuhan balasan terhadap
keluarga pelaku dengan cara melakukan
kembali  honor kiling sebagai bentuk
mempertahankan kehormatan. Melalui adanya
pandangan dan keputusan dalam mekanisme
informal yang seperti ini kemudian memicu
munculnya budaya di mana pembunuhan
(honor killing) menjadi semakin mudah untuk
dilakukan atas dasar pemberian sanksi dari

komunitas sehingga melanggengkan kasus.

4.6 Kekerasan Kultural: Cultural and
Social Norms That Legitimated Honor
killing

Dalam tulisannya, Luccaro dan Gaston
(2014) menyatakan bahwa terdapat sebuah
aspirasi normatif yang kemudian berkembang
di dalam masyarakat Afghanistan tentang “A
good woman should tolerate difficulties and
troubles within the family” yang artinya wanita
yang baik harus bisa mentolerir kesulitan dan
masalah yang terjadi di dalam keluarga.

Mempunyai  toleransi, kesabaran  dan

kesopanan dipandang sebagai elemen

penting yang harus dimiliki oleh seorang
perempuan sehingga perempuan kebanyakan
dituntut diam dan bertahan dengan masalah
yang yang
berkembang di kemudian

mereka hadapi. Aspirasi
masyarakat ini
menjadi bumerang bagi perempuan untuk
memenuhi standar sosial masyarakat yang
menghalangi perempuan untuk memperoleh
hak mereka.
Luccaro dan Gaston (2014) dalam
tulisannya juga turut menyampaikan bahwa
perempuan dituntut dan dipaksa untuk
menahan penderitaan yang mereka alami.
Perempuan di Afghanistan merujuk kepada
istilah yang namanya ‘burdabar’ atau “to bear
the burden” yang artinya perempuan di
Afghanistan seakan-akan ditakdirkan untuk
memikul segala beban terutama beban atau
masalah yang terjadi di

ruang lingkup

keluarga.



Adanya tradisi, nilai serta norma sosial
budaya yang telah disebutkan sebelumnya
merupakan bentuk dari kekerasan kultural
yang mendiskriminasi kaum perempuan di
Afghanistan. Hal tersebut merupakan sumber
dari kekerasan kultural yang dirasakan oleh
kaum perempuan khususnya di Afghanistan.
Melalui kekerasan kultural ini kemudian
membuat kekerasan struktural dan kekerasan
langsung tampak benar dan seolah-olah
merupakan hal yang sah dan tidak salah
apabila dilakukan oleh laki-laki terhadap kaum
perempuan. Kekerasan kultural menjadikan
kekerasan langsung (membunuh atau honor
killing) menjadi sebuah hal yang sah dan
dibenarkan sehingga dalam kaitannya dengan
dilihat

kekerasan kultural ini yang turut mendorong

honor killing dapat bahwasannya

terjadinya pembunuhan di Afghanistan.

4.7 Analisis Kegagalan Afghanistan
Dalam Eliminasi Honor killing
Penyebab gagalnya Afghanistan dalam

eliminasi kasus dapat dilihat bahwasannya

dalam penerapan hukum adat di Afghanistan
berakar pada sistem patriarki di mana laki-laki
selalu mendominasi. Sebagaimana tetua dan
pemimpin hukum adat berasal dari kalangan
etnis Pashtun yang memiliki derajat dan
kehormatan tinggi di Afghanistan hal ini
mengacu pada dominasi dan keunggulan
mereka dalam masyarakat menjadikannya
dalam

sebagai pihak yang mendominasi

hukum adat. Dominasi tetua dan pemimpin ini

besifat sangat  diskriminatif  terhadap

perempuan mengingat kalangan tetua dan
pemimpin ini  memegang dan sangat
mempercayai nilai Pahstunwali di mana di
dalamnya terdapat elemen atau konsep
penting terkait kehormatan (namus) dan hal ini
dipahami luas

secara oleh masyarakat

Afghanistan. Kehormatan (namus) sangat
penting terutama bagi laki-laki yang mana
dalam semua kelompok etnis Afghanistan
tinggi. Oleh

karena itu, dalam penyelesaian masalah pihak

kehormatan harus dijunjung
yang memperoleh keuntungan hanya laki-laki
saja.

Proses penyelesaian masalah terkait honor
killing bisa dikatakan sangat politis karena
melibatkan kekuasaan (power) yang hanya

dimiliki dan di dominasi oleh laki-laki. Hal ini

sesuai yang dikatakan oleh Millet dalam
pemikiran feminisme radikal bahwasannya
relasi gender adalah relasi kuasa. Relasi

kuasa tersebut di dominasi oleh satu pihak
yakni laki-laki. Dalam kasus ini terdapat relasi
kuasa yang tumpang tindih di mana kekuasaan
laki-laki
dalam ranah privat dan publik.

sangat mendominasi termasuk di

Selain itu, penyebab gagalnya eliminasi
kasus dapat dilihat karena adanya norma, nilai,
sikap dan perilaku sosial budaya tradisional
yang
Afghanistan yang kemudian menjadi faktor

berkembang luas di masyarakat
penyebab terjadinya honor killing terhadap
perempuan. Berakhirnya peperangan atau
pemerintahan Taliban di Afghanistan pada

2001 kemudian tidak lantas menjadi jaminan



bagi terwujudnya kedamaian atau kehidupan

tanpa adanya kekerasan (absence of
violence). Kekerasan kultural banyak dirasakan
oleh perempuan yang bersumber dari norma

sosial budaya diskriminatif.

Dalam kasus ini, feminisme radikal
memberikan penjelasan mengenai
laki-laki

Shuras dan Jirgas (tetua dan pemimpin) yang

adanya
dominasi yang bersumber pada
kemudian memiliki dominasi yang tinggi karena
di lain sisi mendapatkan pengaruh yang kuat
(dilegitimasi) oleh kelompok Taliban karena
sama-sama menganut dan menerapkan kode
etik Pashtunwali yang dalam penyelesaian
honor killing tetua dan pemimpin mengacu
pada kode khususnya balas dendam dan
honor yang berlaku bagi
laki-laki

berdasarkan honor hanya memunculkan honor

keuntungan dan

kehormatan saja. Balas dendam
killing baru lainnya. Sehingga dapat dilihat
bahwasannya relasi kuasa hanya dipegang
laki-laki.

memberikan

oleh Konsep kekerasan kultural

penjelasan bahwasannya
dominasi tetua dan pemimpin dalam kasusnya
tidak luput dari adanya norma sosial budaya
Afghanistan yang bersifat maskulin sehingga
dalam kasus honor killing norma sosial budaya
tersebut tidak dipungkiri menjadi sumber
violence yang turut pula memicu honor killing
terhadap perempuan dan membuat laki-laki
semakin superior. Dalam penelitian ini, konsep
kekerasan kultural

bahwasannya menjadi

konsep yang kemudian memperkuat atau

mendukung keberadaan teori feminisme

radikal.
5. KESIMPULAN

Khususnya di Afghanistan, dominasi laki-
laki di

perempuan dianggap hanya sebagai simbolis

ranah privat tercermin di mana
honor atau kehormatan dalam keluarga. Hal

tersebut menjadi bumerang bagi kaum
perempuan apabila tidak mampu menjaga
kehormatan tersebut maka nyawa mereka
akan menjadi taruhannya. Tidak hanya itu,
dalam ranah publik terdapat hukum adat yang
dikuasai oleh kaum laki-laki baik itu elders or
leaders yang dianggap memiliki martabat
yang tinggi di masyarakat dalam penanganan
kasus yang cenderung mengabaikan hak
asasi perempuan sehingga memicu terjadi
honor killing lainnya dan berkontribusi pada
pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu,
kekuasaan tetua dan pemimpin mendapatkan
pengaruh yang cukup kuat dari pemahaman
atau pemikiran kelompok Taliban yang dalam
hal ini mereka sama-sama menganut dan
menerapkan kode etik Pashtunwali dalam
honor

penyelesaian kiling yang dalam

penerapannya diskriminatif terhadap
perempuan Afghanistan.

Di sisi lain, berakhirnya kekuasaan Taliban
pada 2001 tidak lantas menjadi jaminan bagi
terwujudnya  kehidupan tanpa adanya
kekerasan (absence of violence). Melainkan
kekerasan kultural di Afghanistan juga turut
menjadi penyebab honor killing di Afghanistan

masih terjadi di mana perempuan Afghanistan



mengalami kekerasan kultural

yang
bersumber dari budaya, norma sosial, adat
istiadat maupun tradisi. Dalam masyarakat
Afghanistan terdapat norma sosial budaya
yang bersifat maskulin untuk memperoleh
kepentingan dan hanya menguntungkan kaum
laki-laki saja. Afghanistan memiliki berbagai
yang
melegitimasi kasus honor killing yang mana

norma sosial budaya kemudian
dalam hal ini norma sosial budaya yang tidak
mengindahkan hak asasi perempuan tersebut
seolah-olah dianggap sebagai hal yang sah
Hal-hal
tersebut lah yang kemudian melanggengkan
kiling di

keadilan bagi perempuan sulit didapatkan.

atau dibenarkan untuk dilakukan.

praktik honor Afghanistan dan
Keberadaan kekerasan kultural menjadi hal
yang turut memperkuat eksistensi dominasi
laki-laki (tetua dan pemimpin) sehingga dalam
ini  feminisme radikal

penelitian diperkuat

dengan adanya konsep kekerasan kultural.
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